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PUTUSAN 

Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Batg 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: 

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, 

Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten 

Bantaeng sebagai  Penggugat; 

melawan 

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan 

Strata I, tempat kediaman Dahulu Di Kabupaten 

Bantaeng, Sekarang Alamanya Tidak Diketahui Dengan 

Jelas Dan Pasti Di Wilayah Republik Indonesia sebagai  

Tergugat;  

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;  

DUDUK PERKARA 

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 14 April 2020 telah 

mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Bantaeng, dengan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Batg, tanggal 

14 April 2020,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin 

tanggal 26 September 2005, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Banateng, Kabupaten Bantaeng, sesuai Kutipan Akta Nikah 

Nomor: XXXXXXX, tanggal 27 September 2005; 

Disclaimer
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2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di 

Jalan Bangau, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten 

Bantaeng, di rumah kontrakan dan terakhir di Perumahan Sekolah di Jalan 

Nangka, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten 

Bantaeng Penggugat selama kurang lebih 5 tahun; 

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang 

bernama XXXXXXXXX (umur 13 tahun) dan kini dalam pemeliharaan 

Penggugat; 

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan 

Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan atau tidak rukun 

berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut: 

a. Bahwa pada bulan Januari tahun 2011 Penggugat dan Tergugat 

mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan disebabkan Tergugat 

sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat; 

b. Bahwa pada bulan Maret tahun 2011 Tergugat pergi dari rumah 

tanpa sepengetahuan Penggugat dikarenakan Tergugat 

mempunyai banyak hutang sampai-sampai Tergugat pernah 

terjerat kasus penggelapan dana, sehingga hal tersebut Tergugat 

pergi karena tidak bisa melunasi utang-utang tersebut, dan sejak 

saat itu pula Tergugat tidak pernah pulang menemui Penggugat 

bahkan tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya 

yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia; 

c. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan 

Maret tahun 2011 dan tidak pernah kembali lagi untuk hidup 

bersama dengan Penggugat; 

d. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 

selama 9 tahun  dan Tergugat tidak pernah lagi datang 

mengunjungi Penggugat; 

e. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada 

komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan; 

f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan 

untuk dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil; 
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5. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah 

mendapatkan Izin dari atasannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati 

Bantaeng Nomor: XXXXXXXXXX tentang Pemberian Izin perceraian 

tanggal 14 Februari 20206.  

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat 

merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan 

pernikahan dengan Tergugat. 

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada 

Pengadilan Agama Bantaeng, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai 

berikut: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;  

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-

undangan yang berlaku.  

 Subsider : 

 -     Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, 

mohon putusan yang seadil-adilnya;  

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada 

Pemerintah Kabupaten Bantaeng telah mendapatklan ijin untuk melakukan 

perceraian dari atasan Pemohon berdasarkan surat Bupati Bantaeng Nomor : 

180/03/Izin-C/Bag.Huk/II/2020 tanggal 14 Februari 2020, oleh karenanya 

pemeriksaan perkara gugatan cerai gugat Penggugat tersebut dapat dilanjutkan; 

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang 

menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di 

persidangan meskipun telah dipanggila secara resmi dan patut dengan relaas 

panggilan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Batg. tanggal 15 April 2020 dan tanggal 15 

Mei 2020 melalui Radio Suara Panrita Lopi Bulukumba dan tidak menyuruh orang 

lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak 

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan 

yang sah; 
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Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak 

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya 

untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya 

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang 

maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah 

mengajukan bukti berupa: 

A. Surat: 

Fotokopi Akta Nikah Nomor: XXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai 

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten 

Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Tanggal 27 September 2005, bukti 

surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah 

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis 

diberi tanda P; 

 

B. Saksi: 

1. Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer PAUD 

Thamrin La Bandu, tempat kediaman di Kabupaten Bantaeng, Tetangga 

Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai 

berikut: 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di 

rumah kontrakan di daerah Cabodo; 

- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak; 

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun  dan 

harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi 

bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat; 

- Saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;   

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 

sejak tahun 2011 sampai sekarang;  

Disclaimer
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- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat; 

- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah 

lagi berkomunikasi dan bersatu lagi;   

- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan 

Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat 

tidak diketahui keberadaanya dan sudah tidak sanggup lagi. 

2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SLB Mallilingi, 

tempat kediaman di Kabupaten Bantaeng, Teman Penggugat, di bawah 

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di 

daerah Cabodo; 

- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak; 

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal pernikahan 

rukun  dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak 

harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat; 

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan 

Penggugat;   

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 

sejak tahun 2011 sampai sekarang;  

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat; 

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah 

lagi berkomunikasi dan bersatu lagi bahkan Tergugat sudah tidak 

diketahui lagi keberadaanya;   

- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan 

Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak 

sanggup lagi. 

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang 

telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya ; 

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana 

tertuang dalam berita acara sidang; 
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Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang 

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah 

sebagaimana  terurai di atas; 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama 

sesuai dengan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan 

diamandemen kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 

tentang Peradilan Agama; 

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada 

Pemerintah Kabupaten Bantaeng telah mendapatklan ijin untuk melakukan 

perceraian dari Bupati Bantaeng atasan Penggugat berdasarkan surat Bupati 

Bantaeng Nomor : 180/03/Izin-C/Bag.Huk/II/2020 tanggal 14 Februari 2020, hal 

ini sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 

tentang ijin perkawinan dan percerain bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 oleh karenanya pemeriksaan permohonan 

cerai gugat Penggugat tersebut dapat dilanjutkan; 

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di 

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasanya yang sah, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, 

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan 

oleh suatu alasan yang sah; 

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di 

persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan 

patut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah terhadap dalil dan alasan 

gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;  

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) 

R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan 
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sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim 

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya; 

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan proses mediasi 

sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula upaya 

perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989, disebabkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai dengan 

6, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi;  

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Akta Nikah) yang telah bermeterai 

cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti 

tersebut menerangkan adanya peristiwa hukum pernikahan antara Penggugat 

dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 27 September 2005, sehingga bukti 

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti tersebut, 

maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang 

sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974. Dengan demikian,  Penggugat berhak serta mempunyai 

kepentingan hukum mengajukan perkara ini dan oleh karenanya patut dikualifisir 

sebagai Legitima Persona Standi in Judicio ; 

Menimbang, bahwa Saksi I (Tetangga Penggugat) dan Saksi II 

(Tetangga Penggugat) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan 

keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil 

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai 

Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat selama 9 tahun lamanya, 

adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus 

dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah 

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, 

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat 

diterima sebagai bukti; 

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap bukti-bukti 

sebagaimana  terurai di atas dihubungkan dengan keterangan Penggugat, 
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Majelis Hakim telah menemukan  fakta-fakta tetap di persidangan sebagai 

berikut: 

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah 

dikaruniai 1 (satu) orang anak dan belum pernah bercerai;  

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali 

lagi; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 

2011 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi; 

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan, akan tetapi tidak 

berhasil.  

Menimbang,  bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di 

atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya Tergugat 

telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang dan 

tidak pernah lagi bersatu sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan 

sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga 

tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh 

ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana 

dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin 

lagi dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat;   

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, 

maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana 

dimaksud  ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

Jo ketentuan Pasal 116 huruf (b)  Kompilasi Hukum Islam;  

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan doktrin ahli hukum 

Islam dalam Fiqhus Sunnah Juz II : 248 yang berbunyi sebagai berikut :  

دوام  أ ن للزوجة يجوز أن تطلب من القا ضي التفر يق إ ذا ادعت إضرارالزوجها إضرارا لا يستطاع معه 

 العشرة  بين أمثا لهما وعجزالقا ضي عن الإ صلاح بينهما طلقها طلقة بائنة 
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“Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan 

dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan 

terdapat kemadla-ratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk 

mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat 

mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu 

bain”; 

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan 

memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan 

Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka 

Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan 

menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;  

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai 

ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya 

perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;  

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta 

dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI: 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir;   

2. Mengabulkan Penggugatan Penggugat secara verstek;   

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra  Tergugat terhadap Penggugat;   

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya 

perkara  sejumlah Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu 

rupiah). 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis 

Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami M.Kamaruddin 

Amri, S.H.  sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy. dan Nova Noviana, S.H. 

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam 

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut 

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh  H. Erwin Amir Betha, 
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S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa 

hadirnya Tergugat.  

Hakim Anggota, 

 

Ttd 

 

Dian Aslamiah, S.Sy 

Ketua Majelis, 

 

Ttd 

 

M.Kamaruddin Amri, S.H. 

Hakim Anggota, 

 

Ttd 

 

Nova Noviana, S.H 

 

 Panitera Pengganti, 

 

Ttd 

 

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H. 

 

 

 

 

Perincian biaya : 

  1.   Pendaftaran   Rp 30.000,00  
  2.   Proses   Rp 100.000,00  
  3. 
  4.  

 Panggilan 
 PNBP Panggilan  

 Rp 280.000,00 
Rp 20.000,00  

  4.   Redaksi   Rp 10.000,00  
  5.   Meterai   Rp 6.000,00  

    Jumlah Rp 446.000,00 
    ( empat ratus empat puluh enam ribu rupiah )  
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